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MEA 2015

Pemerintah Harus Dukung Sektor Maritim

JAKARTA, KOMPAS — Pe-
merintah harus mendukung pe-
nuh dan berkomitmen mengem-
bangkan sektor maritim, terma-
suk industri di dalamnya, untuk
menghadapi Masyarakat Ekono-
mi ASEAN pada akhir 2015. Sek-
tor kelautan tidak sekadar men-
jadi bagian sektor pangan, tetapi
juga menjadi identitas politik, so-
sial budaya, dan kebanggaan In-
donesia.

Hal itu disampaikan Ketua
Asosiasi Pengalengan Ikan In-
donesia (APIKI) Ady Surya yang
dihubungi dari Jakarta, Minggu
(14/9). Menurut dia, pemerintah
tidak boleh mengecilkan arti sek-
tor maritim hanya sebagai bagian
dari sektor pangan.

Ady memaparkan, pemerintah
seharusnya mendukung penuh
scktor maritim, apalagi dalam
menghadapi MEA 2015. Jika ti-
dak, Indonesia yang memiliki la-
ut luas akan tertinggal dari ne-
gara-negara lain,

Industri pengalengan ikan se-

bagai bagian dari sektor maritim
terus bersiap menghadapi MEA
antara lain dengan menyiapkan
sejumlah standardisasi. Sejak
1997, industri pengalengan ikan
sudah menerapkan standar ha-
lal. Pada 2015, Standar Nasional
Indonesia (SNI) juga akan dite-
rapkan pada industri tersebut.
Saat ini, APIKI bekerja sama
dengan Kementerian Kelautan
dan Perikanan sedang memben-
tuk lembaga untuk sertifikasi
kompetensi sumber daya manu-
sia di bidang pengalengan ikan.
Hal itu untuk menghindarkan

tenaga kerja Indonesia digusur

oleh tenaga kerja asing yang ber-
sertifikat.

Ady mencontohkan, salah satu
perusahaan pengalengan ikan di
Indonesia akhirnya mengambil
tenaga kerja dari  Thailand.
Alasannya, pekerja dari Thailand
dinilai memenuhi standar kom-
petensi.

Secara umum, produksi in-
dustri pengolahan ikan masih se-

kitar 56 persen dari kapasitas
terpasang. Adapun produksi in-
dustri pengalengan ikan hanya 45
persen dari kapasitas terpasang.

"Artinya, masih ada 55 persen
kapasitas yang belum dioptimal-
kan, tanpa harus membangun
pabrik baru,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah
harus mendukung sektor kela-
utan dengan menyediakan in-
frastruktur yang memadai dan
memperkuat sistem  distribusi
logistik ikan. Pemerintah juga
harus memodernisasi alat tang-
kap nelayan agar jangkauan ka-
pal nelayan Indonesia lebih be-
sar.

Menteri Perdagangan Mu-
hammad Lutfi dalam kesem-
patan terpisah mengatakan, pada
2016, sekitar 65 persen barang
sudah diliberalisasi. Dalam 10 ta-
hun mendatang, liberalisasi akan
berlaku terhadap 80 persen ba-
rang industri. Karena itu, pasar
dalam negeri harus diperkuat.

(WIE)

Pemerintah harus mendukung penuh dan berkomitmen mengembangkan sektor
maritim, termasuk industri di dalamnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN pada akhir 2015. Sektor kelautan tidak sekadar menjadi bagian sektor pangan,
tetapi juga menjadi identitas politik, sosial budaya, dan kebanggaan Indonesia

Hashtag Berita :
#MEA(MasyarakatEkonomiAsean) #KedaulatanMaritim



PARIWISATA MENJADI PILAR EKONOMI DUNIA

Senin
15 September 2014

KOMPAS

AWMANAT HATT NURANI RAKYAT

Halaman 19
Kolom 6-7

PEREKONOMIAN

Pariwisata Menjadi
Pilar Ekonomi Dunia

MAKAU, KOMPAS — Negara
be: eperti Tiongkok da

rik: erikat mulai menjadil
pariwisata schagai salah satu pi-
lar perekonomiannya. Alasannya,
di kawasan Asia Pasifik, pari-
wisata ra langsung telah me-
nyumbang produk domestik bru-
to 34 persen dan secara tidak
lmpung 89 pe

satu dari 11
akan oleh pari-

pastikan sektor ini akan semakin
b«rp( ran karena Tmnp,kola dan
4 1 sudah mulai menjadikan

pi perckonomiannya.” tutur
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Mari Elka Pangestu sc-
usai penutupan Pertemuan Ke-8
Menteri Pariwisata Forum Kerja

Sama  Ekonomi asifik
(APEC), Sabtu (13/9), di Makau,
Tiongkok.

Keseriusan Tiongkok menja-
dikan pariwisata salah satu pilar
) 1\

legasi pada pembukaan Perte
muan Ke-8 Menteri Pariwisata
APEC.

Harus lebih fokus

Mari mengingatkan, keserius-
an negara-negara seperti Tiong-
kok dan AS menjadikan pariwi-
sata scbagai pilar perckonomian
membuat Indonesia harus lebih
fokus membangun sektor ini.
"AS, misalnya, untuk pertama ka-
membentuk National Tra-
vel and qumm Office untuk

koord r-kementerian
dan lem! melaksanakan
brand Tari kepada war-

tawan Kompas, Elly Roosita, di
Makau.

Tiongkok menunjuk  Wakil
Perdana Menteri Wang Yan se-
bagai koord or pengembang-
an pariwisat tar-kementerian
dan lembaga, Perdana Menteri

L.up portofolio pariwisata
Di Filipin; 1 disel I( nggara-

¥ )
olch Wakil Perdana Menteri Ti-
ongkok Wang Yan. Tekad untuk
menjadikan  pariwisata  sebagai
salah satu pilar perekonomian,
baik nasional maupun untuk
APEC, akan di ikan Wang

kan koord se-
hingga ada dana khu\us infra-
struktur pariwisata, mempriori-
taskan  ckowi dan  tidak
an izin pertambangan
ah pariwisata,

"Inds ia telah lmmrhllk.m

Yan dalam Deklarasi Pemimpin

Ekonomi APEC pada November

mendatang,
Komitmen negara-negara
APEC untuk jadikan pariwi-

Peraturan Pre:

untuk pengembangan pariwisata,

Koordinasi lintas sektor itu di-

pimpin  wakil presiden yang
3%

memb 13K ian dan

sata pilar perekonomian dinya-
takan dalam Deklarasi Makau se-
bagai hasil dari Pertemuan Ke-8
Menteri Pariwisata APEC,
Dalam  del i ditargetkan
jumlah wisatawan
ra di kawasan Asia Pa-
al 8()0 jul.a or.tng

\ll“.lh.).h Pari

2019 pada tahun depan.
“"Komitmen tersebut meng-

gembirakan karena dengan k(\j-

¥
perekonomi-
an APEC akan ada koordinasi
du\ diplomasi  politik  tingkat

ata Mari yang bersama
Wakil Perdana Menteri Tiongkok
dipilih untuk  menyampaikan
sambutan mewakili seluruh de-

lembaga,” ujar Mari. Perpres No-
mor 64 Tahun 2014 diterbitkan
awal Agustus lalu.

"Perpres itu merupakan ama-
nat UU Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan dan ini
langkah awal yang baik. Bahkan,
yang lebih penting pada akhimya
ah komitmen politis da
an agar kontribusi paniwisats
ara ckonomi dapat tercalisa-
kata Mari.
alam Pertemuan Ke-8 \kn-
teri Pariwisata APEC, de
Indonesia melakukan pertem
I:il.mml unluk m«mnp.k

ionz nl Touri
lmliou Shao Qiwei
Besar Australia untuk APEC
Gerowitch, dan Deputy Chief
i ence, and Innova-
ru Paul Stock.

tion Sel:

Negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat mulai menjadikan pariwisata
sebagai salah satu pilar perekonomiannya. Alasannya, di kawasan Asia Pasifik,
pariwisata secara langsung telah menyumbang produk domestik bruto 3,4 persen dan
secara tidak langsung 8-9 persen

Hashtag Berita
#Industri #PertumbuhanEkonomiNasional #KementerianPariwisatadanEkonomiKreatif
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Regulasi Negara ASEAN
Persulit Ekspansi Bank Nasional

QJK menilai perbankan Indonesia bisa
menggarap potensi pasar yang di negara
ASEAN lain, terutama Kamboja, Laos, Myanmar,

dan Vietnam.
R Madara

JAKARTA - Regulasi di
negara-oegarn Asia Tonggan
vang tergabang dalam ASEAN
mempersulit ekspans bank
nasional ke tataran regional
Menurat  hanklr, kerangks
Integrast Perbankan ASEAN
(ASEAN Ranking Integration
Framework/ABIF) varg ber-
sifat multilateral tidak men-

berekspansi ke scluruh negara
ASFAN, sebab izin ekspansi

beriaku dalam tataran  bé-
lateral

Masalah  regulasi  ini
membutuhkan  kesepakatan

di antara regulstor negars-
negara ASEAN, Sementara
metsunggu  hasil  negosiash,
Onoritas Jasa Kesangan (OUK)
scbagai regulator industri ke-
uvangan & Indosesia mentlal

menggarap potensi pasar yang
di negara ASEAN lasin, ter-

Rasio Kredit terhadap PDB di Negara Anggota ASEAN

utama Kamboja, Lacs, Myan-
mar, dan Vietnam.

Muliaman D Hadad, Ke-
tua Dewan Komisioner UK,
mengatalan regulasi  per-
bankan di Indonesia lebih
terbuka dibandingkan negara
ASEAN laén. “Negara lain ba-
rusoyn mengikuts  Indonesia
karema regulasi  perbankan
di sini sodab sangat terbuka,
Pengaturan  (batss  kepemis
Hkan sahmn) 40% ity ten-
tu sangat sesual dengan ine
ternational compliance,” jelas
ia akchir pokan lalu

Dudam's W @ 20058 2% n 2012

=

s

X
Myamemar

Jamin bank masional bebas

Schagaimana  diketabul,  se-
jak 1999 Investor asing bolch me-
miliki saham bank di Indonesia
hingga 99%. Namun scjak 2012,
regulator mulai memperketat batas
kepemilikan sasham bank menjadi
40%. Sclain itu, izin ekspansi juga
diterapkan secara berjenjang se-
suai kapasitas modal bank.

Otoritas  perbankan &i Singa-
para dan Malaysia membatasi ke-
pemilikan asing sebesar 20% dan
penerapan izin berjenjang, Semen-
tara 0 Laos, otoritas membekukan
{zin pembukaan cabang baru hingga
2016 terkait pembenahan sistens
keuangan di negara tersebut.

Muliaman menckankan, OJK
akan lebth selektif dalam mem-
berikan izin ekspansi bank asing
dengan memprioritaskan asas re-
siprokal, Dia menambahkan, OJK
akan membertkan izin selama oto-
ritas perbankan dari megars asal
investor juga membuka kesempat-
an yang sama bagl bank asal Indo-
nesia untuk melakukan ekspansi &
negara tersebut.

QJK merinci beberapa kesepa-
Katan perjanjian resiprokal, antara
lain dengan otoritas di Singapura,
Malaysia, Tiongkok, Jepang, Uni
Emirat Arab, dan Filipina. “Sikap
otoritas negara laln sangat terbuks
karena mereka lhat peluang & In-
donesia sangat besar,” jelas dia

Sebelum  pemberiakuan ABIF
pada 0, OJK akan gencar me-
rmangkul otoritas perbankan  di
megura tetangga untuk merumuse

perbankan

Indonesia  bisa

kan jumlah bank yang masuk da-
lam kategori Qualified ASEAN
Bank (QAR), atau bank yang bebas
melakukan ekspansi di ASEAN, “Di
antara pendekatan multilateral, ka-
mi coba tuangkan dalam kesepakat-
an bilateral,” kata dia,

Terdapat enam bank asal Indo-
nesia yang berpotensi menjadi QAB
walau secara permodalan berada di
bawah perbankan Singapura dan
Malaysia. Mullaman mengklaim
kompetenst dan daya saing bank
asal Indonesia sejajar dengan ne-
garn ASEAN lain. "Mercka bisa
berkompetisi sepanjang diberikan
keleluasaan untuk beroperasi di
sana,” tukas dia

Beberapa bank pemerintah, PT
Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan
PT BNI Thk (BBNI) menyatakan
berminat melakukan ckspansi bés-
nis ke Vietnam i segmen korporasi.
Sedangkan, PT Rank Rakyat In-
donesis Thk (BERI) ingln mensper-
luas pasar krodit mikro ke reglonal

Pahala N Mansury, Direktur
Keuangan & Strategi Bank Mandin,
mengatakan ruang ckspanst ba
i bank berstatus QAR tidak boleh
diskriminatif. Menurut dia, regula-
ol akan menjadi penghambat inte-
grasi perbankan ASEAN jika ruang
berkompetisi  dibedakan antara
bank lokal dengan bank asing. "Ka-
mi harap, setelab menjadi QAB se-
harusnyn tidak ada lagi (pemberian
Ixin) bilateral,” ujar dia.

Bank Mandini optimistis hisa
bersaing demgan bank ASEAN
lainaya untuk menggarap potensi
bisnis di luar Indonesia. Namun,

A

E L T 1’:‘9'
2

Regubas akan menjadi penghambat integrat perbankan ASEAN jka ruang

berkompetiy dibedakan antara bank lokal dengan bank asing

hingga saat ini, beberapa negara
scperti Malaysia dan Singapura
menorapkan aturan yang sangat
ketat bagh bank asing. Misalnya,
pembatasan jumish ecabang dan
penyertaan modal lebil tinggi

Bidik Korporasi

Bank Mandiri dan BN1 sedang
membidik segmen korporast di
Vietnam dan  Myanmar, Royke
Tumilsar, Dicektur Treasury, Fie
nancial Institutions, & Special
Asset Management Bank Mandid,
mengatakan bank tengah menghajl
regulasi industri  perbankan  di
masing-masing  negara  untuk

R
menghitung model  bisnis
akan digarsp,

“Kami harus lihat dulu apakah
dibaruskan setor modal yang besar,
kami juga kaji partnership dengan
bank lokal yang ada di sana,” ujar
Royke. Menurut dia, potensi pasar
yang bisa digarap di tiga negam
terscbut, antara lain bisnis trade
JSinance dan remittance.

Bank Mandir, menunst Royke,
Juga bisa memyadurkan kredit ke
nasabab yang memiliki relasi bisnis
dengan Indonesia, Saat ini hanyak
pasabah Bank Mandin yang masuk
ke Vietnam dan Myanmar, scbab
ada pabeik semen dan propertic

yang

St et et

Sebagaimana diketahui, perusa-
haan asal Indooesia yang bereks-
panst ke Vietnam antara lain PT Se-
men Indonesia Thk (SMGR) yang
mengakuisisi  perusahann  semen
Vietnam, Tang Long Cement, Grup
Ciputra juga telah membangun
beberapa proyek properti di Hanoi,
ibukota Vietnam antara kain Ciputra
Hanoi International City seluas 301
hektare

Rahmat Hidayat, VP Global Pay-
ment & Overseas Network BNI,
mengatakan bask akan mes 0
deng dua bank lokal Myanmar un-
tuk ekspansi bisnis &i sana. Dua
bank terscbut adalah Kanbawza
Bank dan Co-operative Bank 1.t

Menurut  Rahat, bank juga
akan membauka kantor perwakilan
bersama di Myanmar, “Elspektasi
kami November sclesxi, minggu de-
pan kami ajukan suratnya ke Bank
Sentral Myanmsar,” wjar dia

Kantor perwakilan perusahaan
alan digunakan bersama Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
Lain seperti PT Wiaya Karya Thk
(WIKA), Semen Indonesia, dan
PT Telekomunikasi Internasional
(Telin), anak usaha PT Telekomu-
nikasi Indonesia Thk (TLKM).

Menurut Rahmat, BN1 akan
menggarap bisnis dari  kegiatan
usaha BUMN asal Indooesia di
Myanemar, Naman, perdapatan dari
transakst ind akan dibukuka kantor
cabang Singapura. “Mysnmar ma-
sih kersa sanksd, orang asing belum
may berinteraksi dengan mercka
schingga transaksinya lewat Singa-
pura,” jelas dia. @

Otoritas Jasa Keuanga perbankan Indonesia bisa menggarap potensi pasar yang di
Negara ASEAN lain, terutama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietham mempersulit
ekspansi Bank Nasional ke tataran Regional

Hashtag Berita :
#Perbankan #StabilitasEkonomiNasional
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Pemerintah Baru Butuh Tambahan

Anggaran Infrastruktur Rp 92,7

Ravo elekirfthan setlap tabwn harus natk sobitar 4% untuk mencapal ravo 100% pada 2019,

Salah satu isu strategis dalam visi misi presiden
terpilih lima tahun ke depan adalah tercapainya rasio
elektrifikasi sebesar 100% pada 2019,

Dusep Malik

JAKARTA - Pemerintsh mem-
proyeksikan kebutuhan tambaban

liun tahun depan untuk mengako-
modasi visi misi Presiden terpilih
Joko Widodo, Tambahan tersebut
di huar Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPIMN) 2015-2019 teknokratik
Dedy Supriadi Priyatna, Depatd
Sarana dan Prasarana K

tambahan anggaran diperoleh se-
telah melibat beberapa  swaran
pembangunan yang ingin dicapal
presiden terpilih sesuxi dengan visi
dan mixinya, namun belum masuk
dalam perencanaan  Rancangan
Anggaran Peodapatan dan Belanjs
Negara (RAPEN) 2015,

Menurut Dady, dalam RAPBN
2015 pemerintah telah menganggar-
kan sektor infrastruktur schesar Rp
1439 triliun, setelah mesasbahkan

5

Perencanasn Pembangunan Na-
sional, mengatakan perhitungan

proyek 5 berdasarkan
isa strategis presiden terpdih total
anggaran yang diperiukan mencapai

Rp 236,6 triliun.

"Kalau melihat kebutuhan ang-
garan yang dilakukan pemerintah
baru nanth sexual visl misinya, terli-
hat ods gap dan tambashan kebu-
tuhan snggaran sebesar Rp 92,7
triliun dari anggaran RAPBN 2015
yang hanya sebesar Rp 143.9 tri-
liun, Kebutuhan tersebut di luar
program tol laut yang diusulian se-
belumnya,” ujar Dedy.

Dia mengungkapkan, salsh satu
iy strategis dalam visi misi presi-
den terpilih lima tahun ke depan
adalah tercapainya rasio elektrifi-
kasi sebesar 100% pada 2019, se-
dangkan saat ind rasio tersebat bary
mencapai 81%. Berdssarkan hi-
tungan tersebuat, maka dalam lima
tahun ke depan rasio elektrifikasi
sctiap tahun harus bertambah se-

angan fery
3 Penustasan jaler sttategis
fol trans lreay
4 Perbaskan kualtas jalan Intas timer
§ Trar Kalkmantan dan Sulywest

Bidang Keoektnitas Laut
Tol Laut (revitalisasi pelabohan dan
pembargunan apal)
1 Bidang Kelstian
Irvestasi transemesi dan pembanghit
IV Teknologt Informani Komendas
T Menyediakan bandwith 16D per
bulan per apta
2 Layanun e-government
3 Pembangunan pesat ndustri kneatif
narional devbais (1

Sembor :Tin Tamid

lotar 4%

Selain itu, isu strategis lain se-
perti peningkatan ketahanan air
puga dibutuhkan seperti pemba-
mgunan atau peningkatan jarieg.
an irigasi scluas 71 ribu hektare,
rawa seluas 39 ribu hektare, pem-
bangunan lanjutan 21 waduk, sem-
bilan waduk baru, pembangunan
embung sebanyak 513 serta pe-
ngendalian banjir sepanjang 600
kilometer (Km).

Sedangkan untuk penguatan
konektivitas  nasional  terdapat
proyek strategis seperti proservasi
jembatan sepanjang 9.652 meter,
peningkatan  kapasitas/pelebaran
jalan sepanjang 1237 km, peeg-
gantian jembatan sepanjang 2.206
meter, pembangunsn jalan bara se-
panjang 258 km, pembangunan fly

over atau undorpass 2,044 meter
dan jalan tol sepanjang 23.32 km

Bambang Prihantoro, Direktur
Transportasi Kementerian Perens
cinaan  Pembangunan Nasional,
menambabkan dari isu strategis
bidang infrastruktur yang ada da-
lam visi misd presiden terpllih ter-
lihat bahwa ada keinginan mendo-
rong infrastruktur untuk memba-
ngun desa,

Infrastruktur tersebut bebih digi-
tikberatkan untuk mendukung sek-
tor pertamian scperti penyedisan
pengairan untuk sawah i desa-
desa dan peningkatan infrastruktur
koncktivitas untuk menopang sek-
tor pertanian. [su infrastruktur ter-
sebat diharapkan dapat member-
dayakan masyarakat pedesaan

Adapun tambaban pembiayaan
untuk membangun proyek strategis
terscbut sampal dengan saat inl
masih dalam penghajian termasuk
di dalamnya opsi kenaikan atau ti-
dak ada kenaikan harga Bahan Ba-
kar Minyak (BBM) subsidi

“Kalau darl visi misinya ter
likat bahwa presiden terpiih Joko
Widodo ingin bangun desa, sehing-
5 kami akan siapkan program apa
yang ada di desa dan bagainsana
kelembagaannya. Infrastruktur itu
untuk dukung pertanian seperti
irigasi dan transportasinyn seperti
angkutan pedesaan dan lain-lain,”
jelasaya kepada IFT.

Akbar Faisal, Depati Thm Transksi
Bidang Infrastruktur, sebelummnya
mengungkapkan ads empat isu
strategis bidang infrastruktur yang
akan dikerjakan oleh pemerintaban
presiden terpilth Joko Widodo, sy
terscbut adalah infrastruktur dasar
strategis, konektivitas laut, kelis-

rikan/energl, dan teknologi infor-
masi komunikast

Empat bu  strategls tersebut
diskui tidak mudsh dilaksanakan
dalam veaktu dekat melshat sempét-
nya reang Gskaldalam RAPEN 201

5
Karena itu, ustuk mengesjakan
proyek tersebut dibutuhkan akro-

batik
kebijal

renganggaran dan beberapa
n strategis. ©

Salah satu isu strategis dalam visi-misi Presiden terpilih lima tahun ke depan adalah
tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 100% pada 2019. Pemerintah memproyeksikan
kebutuhan tambahan Anggaran 2015

Hashtag Berita :
#RAPBN2015 #Infrastruktur #TransisiPemerintahan #RKP(RencanaKerjaPemerintah)



